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1. PENDAHULUAN
Globalisasi telalr membawa pengaruh rnendasar. baik dalarn hubungan internasional
llaupun politik ekonomi domestik negara-rregara di dunia. Perubahan ini ditandai lnunculnya aktor-
aktor non-state dan keterkaitan yang konrpleks antara isu-isu ekonomi dan politik. Globalisasi yang
digerakkan oleh hubungan ekonorni. kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara intensil.
membentuk sistenr internasional yang semakin terbuka dengan berbagai konsekuensi bagi sistenl
politik dan ekonomi kemudian berkembang menjadi isu sentral yang dihadapi Indonesia
Dengan adanya globalisasi, negara tidak lagi merupakan satu-satunya aktor dalam
hubungan internasional dan politik dornestik. keterkaitan masalah ekonomi dan politik internasional
tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh negara dan mutrculnya kombinasi kekuatan ekonomi dan
teknologi sebagai fenontena globalisasi.
Clobalisasi nlclahirkan i hal rrrenclasar, 1'akni
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2.
Kelerkaitan ekonomi, polirik, budaya dan allliasi kelompok- llal ini telah nrengurangi
kemampuan kontrol netara atas unir-trnit di bawahnya' baik individu marlputl kelornpok'
Kepulusal-keputusan nasional tidak lagi rnenjadi dorninan politik donrestik tapi terkait dengan
huLrungan antar negara dan individu dalam internasional'
Pernbentukap idenlitas dan kesadaran politik dan budaya bartr yang tnembttat mereka
tnempertanyakan eksistensi negara sebagai entitas tertinggi yang lnanrpu nremenuhi kepentingan-
kepentingarr trtereka. Masalah ini prenyangkut nrasalalr kedaulatan dan loyalitas negara'
lnti dari ke - 3 perubahan di aras adalah lahirnya kesadaratr individu tentang nrasalah
nrasalah ekonomi, politik clan pluralisnre lrrasyarakat. lni nretrlbawa kollsckuensi tentang perlunya
dernokratisasi dan kelerbukaan politik. Mengapa perlu dentokralisasi dan keierbukaan sistenr ekonorni
dan politik ? Bukankah beberapa negara seperti Singapura. Taiwan dan Korea Selatan tidak
tergantung dari keberhasilan deurokratisasi ? Bukankah ini rnenunjrrkkan ada perbedaan antara
perspektif Timur dan Barat dalam hal demokratisasi ?
U. PARADIGMA PEMBANGUNAN ORDE BARU
pandangan-pandangan di atas. (meskipun secara eksplisit tidak pernah dinyatakan sebagai
kebijakan pernerintah) relah menjadi paradigma petubangunan orde Baru yang tnenekankan
pencapaian perturnbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dua hal iru telah berubalr menjadi selnacarll
6ogrr1a di hanrpir semua kehidupan ekonorni dan politik. Mulai dari penggusuran tanah. pembangunan
pabrik, penrbukaan lahan baru untuk investasi, pembatasan kegiatan politik mahasiswa, pemuda darr
buruh, ..pembinaan" partai politik dan organisasi kernasyarakatan yang dilakukan melalui undang-
undang dan sebagainya, selalu dihadapkan pada kepentingan pembangunan ekonomi dan stabilitas
politik. Birokrasi dan jajaran pemerintahan menjadi alergi terhadap kegiatan politik rakyat sebab
rnereka harus nrampu meraih tingkat pertuurbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional sebagai
' 
sumber legirimasi Pemerintah.
Selain itu, pandangan ini juga cenderung melahirkan praktek kolusi bisnis politik anlara
penguasa dan pengusaha yang dapat rnengekang demokratisasi- Pembangunan ekonomi sebagai
sumber legitimasi pada akhirnya selalu rnenciptakan cantolan kelompok-kelompok bisnis perkotaan
pada pusat-pusat kekuasaan. Sementara itu kepentingan-kepentingan kelompok bisnis itu harus
dilindungi oleh pemerintah karena mereka menjadi tenaga penggerak pembangunan ekonomi' Dan
untuk itu demokratisasi yang dapat mengancam kepentingan ekonomi mereka harus dicegah dengan
rrlengesampingkan aspirasi politik rakyat. Karena keterkaitan ekonomi politik seperti itu. sulit
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diharapkan kelas nrenengah lntloncsia yang sebagian bcsar adalalr kclonlpok penrilik nlodal' dapat
menjadi kekttatan pernbahartran politik di lndoncsia.
III. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEMOKRATISASI
Dalam perspektil-yang lebih luas pandangan bahrva pembangunan ekonomi dapal
dilakukan tanpa dernokr-atisasi politik adalah sangal rneuvesatkan darl ahistoris. Mernang tidak serntra
keberhasilap pentbaneunal ekononti pasar urenganut sistem politik denlokratis. 
-l'api tidak dapat
dibantah baltrva setlrua sisterll denrokrasi nretrganut sistenr ekonomi pasar' Aksiorna ekonotni - politik
ini rnepul.jukkan bahrva setiap pembanBunan ekonorni akan tnenlbawa inrplikasi dentokratisasi'
Masyarakat akan rnernpunl,ai peluang pendidikan, kesehatan. inforr.nasi dsb. Yang pada akhirnya
'tenghen.rbuskap 
gelornbang perubahan sosial. ekononri dan politik. Senrua ini mengarah pada
rneningkatnya tuntulan untuk ikur nrempengaruhi penganrbilan keputusan politik yang menyangkut
kepentipgan-kepentingan nrereka- Mereka yang merasa dirugikan olelr perubahan sosio - ekonomi dan
politik purr akal lrelyuarakan tuntutan-tuntutan ttrereka.' Uahkan suatu keberhasilarr di bidang
tenenru akan rlelahirkal persoalan lain, paling tidak untukjangka panjang. Reaksi atas kegagalan dan
keberlrasilan suatu sistelt selalu ruenciptakan dorongan ke arah perubahan- lni nrerupakan ranlai
sejarah dan perkernbangan nrasyarakat.
Alasan balrwa perkelrbangan ekononri bisa berhasil lanpa dernokratisasi politik juga
celtlerulg rlelrisahkan (scbagainrana sering dilakukan penrerintah) antara denrr.rkrasi politik dan
penrbangurral ekononri. Bahkan dengan alasan pembangunan ekonorni dan stabilitas politik.
deurokrasi politik boleh ditangguhkan. Banyak hal yang dapat cliperdebatkan dan pandangan seperti
ini. Apakah memang aspek-aspek hak asasi dan demokraiisasi harus dilaksanakan secara berurutan.
lrak sosial ekonorni dahulu baru kemudian mengembangkan hak sipil - politik 'l Pandangan ini
-iuga sangat lemah sebab mengandung asumsi jika pembangunan ekonomi gagal maka rakyal tidak
dapat melaksalakan hak-lrak sipil dan politik mereka. Siapa yang tnenentukan bahrva tahap tertentu
dan suatu pembangunan ekonorni'telah tercapai dan karena ittr srrdalr saatnya sekarang memperhatikan
demokralisasi polirik ? Jika hak-hak sipil polirik rakyat belum dikenrbangkan, atas narna siapa dan
bagaimana pemerintah dapat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional ?
TV. DEMOKRASI DAN HAM DALAM KONTEKS TIMUR - BARAT
Sementara itu pandangan tentang perbedaan perspektif barat dan timur dalam melihat
demokratisasi dan HAM juga perlu diperdebatkan. Sebagai suatu cita-cita demokrasi bersifat
universal. Meskipun ada kecenderungan egois yang dilakukan oleh negara-negara Barat dan negara-
negara berke mbang bahrva sisten.r nrereka lebih baik dari sistenr yarrg lain. dernokrasi tidak





Perbedaan l-inrur Barat ini sering digunakan sebagai alasan unluk rnenunjukkan bahwa salah satu
pihak rnenrpunvai sistcnr denrokrasi yans khas sarnbil nrcnunlukkarr betapa nilai-rrilai denrokrasi yang
lain telah sagal membawa perbaikan kehidupan politik dan ekononri.
Sebenarny'a perbedaan l inrur - Barat lebih bersilat politis yang terkait dengan sejarah
penjajahan bangsa-bangsa Barat atas banssa-bangsa 'l'irnrrr dan kenrudian diperkuat oleh realita
ketirnpangan ekonomi. teknologi dan politik antara l-inrur dan Barat <Jewasa ini. l-.abel 'finrur - Barat
kernudian men-jadi sangat situasional. Orang nrenladi sadar akan hal itu dan menggunakannya saat
rerjadi konllik loepentingan. t.abel-label Baral pun diletakkan secara situasional saal nrereka
nlenyaksikan dan berhadapan dengan arogansi Barat, sehingga sekat-sekat itu seolah-olah tidak akan
pernah lrilang.
Menrbedakan demokrasi dan HAM dalanr konteks 'firnur - Barat 
.iuga tidak mampu
nrenielaskan pergerakan sosial - politik. Bagi bangsa-bangsa terjajah, tertekan pernerinlahan oloriter.
minorilas. oranq-orang yang terlenrpar dari siste rn politik dan ekononri, para buruh rniskin.
nremperjuangkan demokrasi tidak ada hubungannya dengan perdebalan Barat - Timur. lJal ini pula
yang dulu dirasakan oleh para pemimpin pergerakan kenrerdekaan lndonesia. Bagi mereka demokrasi
dan memperjuangkan hak adalah universal dan hakiki sebagai manusia. Dan kini ketika sistem
internasional terkotak-kotak dalanr sistem negara yang berdaulat, tnasalah denrokrasi dan llAM
terbelenggu oleh kedaulatan nasional yang ditafsirkan secara kaku.
Demokratisasi dan HAM nrerupakan proses yang terus berubah. Karena itu harus di garis
- barvahi bahwa tak ada titik berhenti pada demokratisas:. lni berarti tak ada satu pun sistem yang
pantas mengklaim dirinya sebagai bentuk baku sistem demokrasi, baik Barat ataupun Timur. Terlebih
saat ini masyarakat berubah sangat ccpat yang menuntut pembaharuan-pembaharuan. Oleh karena itu
dernokratisasi tidak dapat dilihat dari perspektif dikhotomi Barat dan Timur dan tidak dapat dipilah
antara penrbangunan ekononri dan hak politik.
GAGASAN DEMOKRATISASI DAN PERIIIASALAHANNYA
Demokratisasi harus dilihat dari 2 unsur, politik dan sosio budaya. Secara politik, pada
tingkat suprastruktur, demokrasi mengacu pada lembaga-lembaga politik yang representatif,
kekuasaan negara yang terbatas dan mempunyai akuntabilitas, dapat diganti melalui sistenr yang telah
disepakati, penghormatan dan pelaksanaan hak-hak rakyat. Secara sosio - budaya, pada tingkat
infrastruktur. delnokrasi mengacu pada pluralisme masyarakat dan kebebasan untuk berserikat atau
membentuk kelompok-kelonrpok yang interaksinya bebas dari campur tangan pemerintah. Kedua
unsur ini merupakan hakekat dari apa yang disebur sebagai civil society.
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'['cntu dapat dipaharni bahwa gagasan dcrnokrasi dalanr pcngertian di atas, pada satu sisi
nlerupakan talanarr r,ang ideal ; tetapi pada sisi lain hal itu rnasih dianggap den{an sangat hati-hati
oleh kaunr intelektual dan elit politik pernerintah. bahkan tncnitnbtrlkan perdebatan kual di antara
nrereka. Pokok rnasalalrnya, adalah pertama, struktur rnasyarakat lndonesia yang plural secara etnis
dan aganra sehingga sasasan dernokratisasi nrelalui pernbentukan civil society dikhawatirkan akan
rnenciptakarr benih-benih perpecahan lndorresia. Ke.iadian di bekas Yugoslavia betapa pun sangat
ekstreF, neniadi hanlu yarrg nrenakutkan di lndonesia. lni. akan tnerusak stabilitas nasional dan
pcrnbangunan ekonorni yant selarna ini rnerr-iadi sutnber legitirnasi dan pemerintahan ()rde Bartr.
Dalain kaitan ini perlu ditekankan, bahrva konsep kebangsaan lndonesia tnerttpakan konsep politik,
bukan konsep buda1,a. yang tnengraris - bawahi kehendak dan kottritnren politik settttra elemen
rrrasl,arakat
lndonesia rrntuk hidup bersama dalanr suatu kema.iernukarr. Karena iru persatuan nasional
lndonesia nrertrpunlai harga sangat nralral dan penonjolan ikatan-ikatan prinrordial sangat
rnernbahayakan integrasi nasional lndonesia.
Masalah kedua. adalah persepsi elit politik Orde Baru lentang demokrasi dan politik
secara umunr banyak dipengaruhi oleh pengalaman dekade 1950-an ketika terjadi krisis-krisis
parlenren akibat sistern nrulti parlai dengan orientasi ideologi senrpit. sehingga eksekutif meniadi
sangat lernalr. karena pengalaman se-iarah yang denrikian elit politik Orde Baru menjadi alergi
terhadap kegiatan politik masyarakat. Ada semacam "sosialisasi" di masyarakat, bahwa politik itu
kotor. Partai politik.tidak leluasa mengembangkan jaringan kegiatan mereka. lni yang dikenal dengan
konsep massa menganrbang (floating mass)- Bersamaan dengan itu kekuasaan eksekutif menjadi
sangat hsar.
VI. PERLUNYA PENDIDII{AN POLITIK
Sampai tingkat tertentu dengan nrelihat konrpleksitas masyarakat lndonesia, pendidikan
yang relatif rendah, mudah digerakkan oleh isu-isu primordial, nrasalah tersebut dapat dinrengerti.
Karena itu pendidikan politik terutama nrengenai penyadaran hak-hak politik rakyat dan demokrasi
dalam kontek hubimgan antara rakyat dan negara harus tetap dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat. Anehnya, oleh elit politik kedua masalah di atas, 
-iustru diletakkan dalam konteks zero
sum game kekuasaan sehingga demokratisasi yang mernbatasi kekuasaan eksekutif dilihat sebagai
ancarnan terhadap kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran politik dan pluratisme,
munculnya kelompok-kelompok dan partai-partai politik yang otonom terhadap intervensi pemerintah
diparrdang bisa mengurangi kekuasaan pernerinlah. Ada semacarn kelakutan luar biasa terhaclap
mereka yang menyarakan denrokratisasi. sebagairnana terlihat dengarr nrunculnya label-label O'l-B
(Organisasi -l'anpa llenruk). gerakan kiri barrr (New Leti). tudulran subversiL ditunggangi pilrak
keriga, dsb. yang direrapkan dengan kriteria yang longgar dan kabtrr. tergantung pada situasi politik'
VII. GERAKAN PRO-DEMOKRASI
. 
paldangan sepcrti itu nrenutup ntata terhadap substansi gerakan pro denlokrasi lang
sedang marak tli lnclonesia. Pada yang rnereka per.iuangkan seben:trtrYa adalah nlasalah kcadilarr'
terulama kareira ada kelonrpok masyarakat yang nrenjadi korban penrbanuunan ekonomi. Mcreka sulit
n.,enyuarakai aspirasi politik nrereka ke lenrbaga perrvakilan rakyat (l)PR dan DPRI)) r'attg serins
tidak menerirna kedatangan rnereka. Keadilan hukurn pun terasa nrakin.lauh karena berbag.ai kastrs
kolusi antara hukum dan kekuasaan. Mereka tiilak berpikir untttk tnerubah benttrk dan dasar ncgara'
mengatur kekuasaan rnelalui kekerasan. nrengganti konslitusi dan tindakan-tirrdakan. revolttsiotrer
lainnya. Semua itu tidak akan rnernperoleh dukungan luas Irtasyarakat. Apalagi para aktivitas gerakan
demokratisasi di lndonesia adalah intelijensia perkotaan yang evolusioner dan nrerupakan
rninoritas masyarakat lndonesia-
Kegagalan penrerinfah dalam ntelihaf esensi nrasalalr ini akan rnelahirkan alternatil'-
, alternatif baru bagi rnereka, karena alternatif-alternarif iru kini tidak hanya tersedia di dalarn negeri'
Ipi sclrua tlinrungkinkair karcna intcraksi global yang nrakin interrsil. Di dalam inleraksi global ini.
ketika senrua pelaku sadar akan aclanl,a keterkaitan internasional. upaya untuk rnenrpengaruhi
penyebaran ide dan bantuan - bantuan terhadap kelonrpok-kelontpok tnasyarakat di dalam negeri
yang ridak dapat dikonrrol oleh penrerintah. lni bisa dilakukan nrelalui pendidikan' kerja sosial (social
rvork) dan bentuk-bentuk }ubungan yang lain. Semua ini rnempunyai konsekuensi politis' terutama
yang berupa penyebaran otientasi politik masyarakat dan berlanjutnya upaya-upaya
demokratisasi.
VIU. PENUTUP
Oleh karena itu. perubahan akhirnya harus diteritna. tidak hanya oleh lndonesia dan
negara - negara berkembang yang lain, tetapi iuga oleh selrrruh dunia. Kedaulatan nasional hanya-
punya makna jika di rengah-tengah perubahan tersebut ia dapal rnemberikan keadilan kepada
masyarakal.
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